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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur
terhadap pekerja di PT Sarana Mitra Luas kecamatan Tualang Kabupaten siak
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021
Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja karena berlum terlaksana secara
maxsimal karena masih ada perusahaan yang membayar upah kerja lembur seperti
jam kerja biasa dimana pekerjan yang dikerjakan melebihi jam kerja normal serta
memotong upah pekerja karena tidak masuk kerja karena sakit dan ini jelas
merugikan pekerja di PT Sarana Mitra Luas di Kecamtan Tualang Kabupaten Siak
dalam penelitian ini penulis juga untuk menjelaskan tentang pelaksanaan
pembayaran upah kerja lembur di PT Sarana mitra Luas Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak serta meneliti mengenai Hambatan  dalam Pelaksanaan
pembayaran upah Kerja lembur dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi
hambatan pembayaran upah kerja lembur  terhadap pekerja/buruh tersebut.
Dalam hal ini penulis mengunakan metode penelitian Hukum Sosiologis sumber
data trdiri dari data primer, data sekunder dan data tertier denga teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian pustaka. Data
yang di dapatkan akan dianalisa menggunakan metode kualitatif yaitu data akan
dijelaskan dengan menguraikan secara dskriptif dari data yang sudah diperoleh
dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerpakan Metode berpikir induktif
yaitu suatu pernytaan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan
atau kasus bersifat umum dan di dapati bahwasanya perkerja di PT Sarana Mitra
Luas tidak di bayarkan upah kerja lembur nya sesuai dengan regulasi yang ada
dengan perhitungan rumusan upah lembur perjam 1/173x upah sebulan {satu
perseratus tujuh tiga di kali upah} perjam maka dengan keadaan ini pekerja jelas
sangad di rugilkan terhadap hak-haknya.

Kata Kunci : Upah Lembur, Hukum Ketenagakerjaan

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang Berlandaskan
Hukum sebagai mana di sebutkan dalam Pasal 1 Ayat {3} Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 {UUD NRI 1945}”Negara indonesia adalah
Negara hukumm”,0leh karena itu setiap perbuatan masyarakat maupun
pemerintah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada saat itu.
Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan di indonesisa memiliki kewajiban
untuk melindungi seluruh hak pada setiap warga negara indonesia.

Hubungan kerja menurut Soepomo yang di tulis oleh Eko wahyudi, dalam
bukunnya ialah: suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan ,
dimana hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja
antara kedua belah pihak , Mereka terkait dalam suatu perjanjian di satu pihak
pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha
memperkerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah.*

Ekonomi merupakan kebutuhan dasar untuk bagaimana cara manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mengupayakn sumber daya dan
ketersedian dan lapangan pekerjaan yang tersedia dan ini menjadi daya dan upaya
dalam memenuhi kebutuhan dengan tujuaan untuk mendapat kan kesejahteraaan,

dan meningkatkan taraf hidup dari Buruh itu sendiri dan itu berkaitan degan

! Eko wahyudi Hukum Ketenagakerjaan, {Jakarta Sinar grafika 2016},hal 10



perekonomian di indonesia dimana sistem perekonomian yang berlandas kan
pancasila sehinga secara normatif pancasila dan UUD NRI 1945 adalah landasan
idiil sistem perekonomian di indonesia.

Perusahaan Menurut Pasal 1 Huruf b UU Nomor.3 tahun 1982, adalah
setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja
serta berkedudukan dalam wilayah indonesia untuk tujuan memeperoleh
keuntungan atau laba. Maka dari itu peran dari perusahaan dalam kehidupan dan
perekonomian buruh saling berkaitan apa bila hubungan pekerjaan dapat terjalin
dan terlaksana sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku, maka tujuan
dari perusahaan untuk mendapat kan keuntungan dan harapan buruh untuk
mendapat kan kesejahteraan akan terlaksana

Dalam pemberian upah kepada pekerja seharusnya  memperhatikan
kebutuhan hidup pekerja sehingga memenuhi penghidupan layak bagi perkerja di
dalam Undang-undang ketenagakerjaan di pertegas ketentuan pemenuhan hidup
layak sebagai mana di atur dalam pasal 88 ayat{1} bahwa setiap pekerja /buruh
berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusian. Maksud dari penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja / buruh dari hasil pekerjaan
nya sehingga mampu memenuhi hidup pekerja buruh dan keluarganya secara
wajar yang meliputi makan dan minuman ,sandang, perumahan , pendidikan
,kesehatan rekreasi dan jaminan hari tua Untuk memenuhi kebutuhan tersebut
maka menurut pasal 88 ayat {2} pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan

yang melindungi pekerja /buruh, meliput:



1.  Upah minimum

2. Upah kerja lembur

3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar

perkerjaannya

5. Upah karena menjalan kan hak waktu istirahat kerja nya

6.  Bentuk dan cara pembayaaran upah;

7. Denda dan potongan upah

8.  Hal-hal yang dapat di perhitungkan dngan upah

9.  Struktur da sekala pengupahan yang proporsional;

10. Upah untuk pembayaran pesangon

11.  Upah untuk perhitungan pajak penghasilan?

Buruh/Pekerja ialah orang yang bekerja untuk oranng lain dengan
mendapat kan upah, secara tetap dan terus menerus berkaitan dengan pekerjaan
buruh sangad dibutuh kan dalam memenuhi pekerjaan dalam sebuah perusahaan
maka dari itu timbulah sebuah perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima
kerja dimana dalam hal ini kedua belah pihak memahami dan mengakui antara
hak dan kewajiban harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati
agar terjalin hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

Upah atau gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha
kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu

2 Dr. Khairani,S.H.,M.H.Kepastian Hukum Hak Pekerrja Outshorshing,{Jakarta PT
Rajagrafindo Persada ,2016}, hal. 47.



persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian
kerja antara pengusaha dengan perkerja maka dalam hal ini upah mejadi sektor
yang mempengaruhi kehidupan ekonomi dari seorang buruh untuk memenuhi
kebutuhan hidup layak

Kerja lembur juga tidak dapat dilakukan secara sukarela karena banyak hal
yang telah dikorbankan oleh pekerja untuk melakukan pekerjaan tambahan
tersebut. Maka dari itu ketika pengusaha memerintahkan pekerjanya untuk
melakukan kerja lembur sudah seharusnya pengusaha juga menyiapkan upah
lembur sebagai kompensasi tambahan atas pekerjaan tambahan yang telah
dilakukan pekerja.?

Upah lembur adalah upah yang di terima karyawan atas pekerjaan nya
sesuai dengan jumlah waktu lembur yang di lakukannya dan di bayar kan perjam,
dan biasanya di lakukan di luar jam kerja utama, kerja lembur kerja lembur dapat
terlaksana atas kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi kerja dan penerima
kerja

Di dalam pasal 29 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2021 Tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja,Waktu istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menjelas kan sebagai
berikut:

a. Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/buruh selama waktu kerja

lembur berkewajiban membayar upah kerja lembur, memberi

® Deddy Effendy Pembayahan Upah Lembur di PT. X Kabupaten Bandung Berdasarkan
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Peraturan Pemerintah No,36
Tahun 2021 Tentang Pengupahan. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2il.547


https://doi.org/10.29313/bcsls.v2il.547

kesempatan untuk istirahat secukupnya dan memberikan makanan dan
minuman paling sedikit 1.400 {seribu empat ratus}kilo kalori apabila
kerja lembur di lakukan selama 4 {empat} jam atau lebih
b. Pemberian makanan dan minuman sebagai mana di maksud pada ayat 1
huruf c tidak dapat di gantikan dalam bentuk uang
Selanjut nya di dalam pasal 31 {Tiga satu} ayat 1 {satu} Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian keja
waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja,Waktu istirahat Dan Pemutusan
Hubungan Kerja menjelas kan bahwa Perusahaan yang memperkerjakan
perkerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagai mana di maksud dalam pasal 21
ayat {2} wajib membayar upah kerja lembur dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 {satu koma lima}kali upah
sejam
2) Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya sebesar 2 {dua}kali upah
sejam
Dan apabila Perusahaan yang memperkerjakan Pekerja/Buruh sebagai mana
yang di maksud pada pasal 31 {Tiga satu} ayat 1 {satu} Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian kerja waktu
tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja,Waktu istirahat Dan Pemutusan Hubungan
Kerja wajib membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada
hari istirahat mingguan dan/atau heri libur resmi untuk waktu kerja 6 {enam} hari

kerja dan 40{empat puluh}jam seminggu dengan ketentuan:



a) Perhitungan Upah Kerja Lembur di laksankan sebagai berikut
1. Jam pertama sampai dengan jam ketujuh,di bayar 2{dua} kali upah
sejam;
2. Jam kedelapan, di bayar 3 {Tiga} kali upah sejam;
3. Jam kesembilan, jam kesepuluh,dan jam kesebelas, di bayar 4
{empat}
b) Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek , perhitungan Upah
Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut
1. Jam pertama sampai dengan jam kelima, di bayar2 {dua}kali upah
sejam
2. Jam keenam , di bayar 3 {tiga} kali upah sejam
3. Jam ketujuh,jam ke delapan dan jam kesembilan di bayar 4
{empat}kali upah sejam.

Dengan keadaan Jumlah perusahan yang ada di perawang yang didirikan
oleh para pengusaha tidak sebanding dengan jumlah para pencari kerja, hal itu
dapat dilihat dari daya serap para pekerja yang siap untuk bekerja, baik yang
baru lulus pendidikan menengah atas maupun yang baru lulusan dari perguruan
tinggi, ditambah lagi dari lulusan luar daerah. Hal itu salah satu penyebab
adanya oknum pengusaha yang memanfatkan kondisi tersebut di atas untuk
membayar upah dibawah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

Dalam hal ini PT.sarana mitra luas (SML) adalah salah satu perusahaan
yang bergerak dibidang pengadaan alat angkat angkut untuk melakukan

pekerjaan sesuai yang sudah disepakati antara pihak yang akan membutukan jasa



mereka, dan PT. Sarana mitra luas memiliki operator yang akan mengoperasikan
alat yang dimiliki oleh perusahan. Rendahnya pengetahuan operator dan
sempitnya lapangan kerja yang dimiliki para operator sehingga terkadang
mereka tidak memiliki daya untuk memperjuangankan dan meminta hak yang
seharusnya mereka terima, upah lembur misalnya yang dibayarkan tidak
berdasarkan aturan yang ada dan begitu pula halnya dengan jam kerja yang
melebihi batas ketentuan yang ada.

Dan masih banyak permasalahan yang terdapat di PT.sarana mitra luas
terkait dengan pembayaran upah kerja lembur dimana banyaknya aturan jam
kerja lembur yang tidak sesuai pada saat pekerjaan lembur yang di laksankan
degan 8 jam kerja lembur hanya di bayar kan Rp. 138,637 ini adalah bagian
dari pada penyimpangan dan pemberian makanan dan minuman sekurang
kurangnya 1,400 kalori apabila kerja lembur dilakukan lebih dari 4 jam maka
perusahaan wajib memberikan 1.400 Kkkl, dalam bentuk makanan dan
membeikan waktu istirahat secukupnya pada saat pelaksanaan kerja lembur
yang di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 dan tidak boleh
dalam bentuk uang dimana perusahaan tidak melaksanakan sehingga dengan
keadaan ini didapati pekerja tersebut kehilangan hak nya yang seharus nya di
berikan oleh perusahaan

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk
menulis atau meneliti dan membahas bagaimana Pelaksanaan Pembayaran
Upah Lembur di PT. Sarana Mitra Luas di Kecamatan tualang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang



Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu

Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Rumusan Masalah

1.

1.

Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran upah lembur di PT. Sarana Mitra
Luas di Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian keja waktu tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja,Waktu istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja.?

Apa Hambatan Pembayaran Upah Lembur di PT Sarana Mitra Luas di
Kecamatan Tualang berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 Tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja,Waktu istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja.?

Apa Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pembayaran Upah Lembur di
PT Sarana Mitra Luas di Kecamatan Tualang berdasar Peraturan Pemeri
ntah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian keja waktu tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja,Waktu istirahat Dan Pemutusan Hubungan

Kerja.?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini,di teliti oleh penulis untuk menelaah beberapa

permasalahan sebagaimana yang sudah tercatum dalam rumusan masalah

diatas adalah sebagai berikut:



a.

Untuk menjelaskan Pelaksanaan Pembayaran upah lembur di PT.
Sarana Mitra Luas Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Pemutusan
Hubungan Kerja

Untuk menjelaskan Hambatan Pembayaran Upah Lembur
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu
Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja .

Untuk menjelaskan Upaya Dalam Mengatasi Hambatan
Pembayaran Upah Lembur berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Pemutusan

Hubungan Kerja.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai Do”a dan harapan penulis

dapat menjadi acuan dan dapat direalisasikan baik bagi penulis sendiri

maupun masyarakat di hari mendatang yaitu:

a.

Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri berharap penelitian ini dapat menjadi
gambaran atau acuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan
Pembayaran upah lembur di PT. Sarana Mitra Luas Kecamatan

Tualang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahhun



2021 tentang 2021 Tentang Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan
Kerja.

Bagi Universitas

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai
bahan pembelajaran bagi generasi mendatang serta untuk dapat
memperkaya pustaka dalam dunia akademik khususnya di
Universitas Lancang Kuning.

Bagi Masyarakat/Instansi

Semoga dengan adanya penelitian ini masyarakat dan instansi
terkait dapat memahami dan upaya mengatasi dalam Pelaksanaan
Pembayaran upah lembur Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Pemutusan

Hubungan Kerja.

Kerangka Teori

Suatu penelitian atau penulisan hukum harus memiliki judul. Judul dapat

diangkat dari suatu masalah atau gejala hukum yang terjadi di dalam masyarakat

judul merupakan gambaran terhadap suatu keadaan atau situasi, baik yang

menyangkut pribadi maupun masyarakat. ltulah sebabnya, peristiwa biasanya di

bagi dua yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum.*

* Fajlurrlrahman Jurdi. Logika Hukum{Jakarta, Kencana 2020} HIm,153
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Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau
buruh berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah. Oleh karena itu hubungan kerja itu tidak luput dari aspek pengusaha
dengan pekerja, dimana kedua belah pihak ini saling mengikatkan diri dalam
sebuah perjanjian. baik itu perjanjanjian kerja bersama (PKB),Peraturan
perusahaan, standard operational atau work instruktion (SOP/WI).

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan,milik persekutuan,atau milik badan hukum,baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja /buruh dengan
membayar upah atau imbalan lain,usaha-usaha sosial dan usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentu lain.

Pekerja atau buruh adalah mayarakat yang mengikatkan diri dalam sebuah
perjanjian kerja kepada pemberi pekerja atau pengusaha yang memeiliki sebuah
usaha perseorangan,berbadan hukum ataupun bentuk usaha lainnya yang
berpotensi membutuhkan tenaga pekerja/buruh dengan memberikan upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja
atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah

atau akan dilakukan. Upah lembur adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha
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kepada pekerja atau buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja
lembur.

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (Tujuh) jam sehari
dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja 1 (satu)
minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari
istirshat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapka pemerintah.

Setiap pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja atau
buruh diluar jam kerja yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja maupun yang
sudah ditetapkan dalam undang-undang wajib membayar upah lembur dengan
rumus sebagaimana yg termaktub dalam pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu,alih daya,waktu
kerja,dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja®

Serikat pekerja serikat buruh yang merupakan sarana untuk
memperjuangkan kepentingan pekerja buruh haruslah bertangung jawab atas

kelangsungan perusahaan dan begitu pula sebaliknya

E. Metode Penelitian

Metode penelitia berisi uraian tentang penelitian hukum, pendekatan hukum
yang digunakan, data atau bahan hukum vyang dilakukan dengan cara
pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan untuk menjawab

permasalahan hukum yang dibahas.

® Peraturan Pemerintah Nomor [35] Tahun 2021 Tentang Perjanjian kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 32 Ayat {2}
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1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum sosiologis

(empiris) yakni jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

data primer, atau metode penelitian dengan memperhatikan gejala-gejala

sosial yang ada dimasyarakat.

2.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksankan di perusahaa PT. Sarana Mitra Luas yang

bergerak dibidang alat angkat angkut yang berlokasi di kecamatan Tualang

Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan bahan atau objek
dengan ciri yang sama.untuk tercapainya suatu kesimpulan yang
menjadi maksud dan tujuan penelitian ini.
b. Sampel
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang
dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah
peneliti dalam menjawab permasalahan. Untuk mempermudah dalam
penelitian, maka penulis menetapkan sampel dengan menggunakan
metode sensus dan metode random.
Table
Populasi dan Sampel
NO Jenis Populasi Jumlah Jumlah Persentase
Populasi Smapel {%}
1 Manajer PT.Sarana 1 1 100

Mitra Luas {SML}
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5

Pekerja PT Sarana 20 3 75
Mitra Luas

Ketua Serikat 1 1 100
SP,Perjuangan

Kadisnaker 1 1 100
kabupaten siak

PT. IKPP Perawang 1 1 100
Mill

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2023

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya dibedakan menjadi

tiga macam:

a.

Data Primer

Data pokok yang penulis peroleh secara langsung dari tempat
penelitian menggunakan alat pengumpulan data yakni melakukan
wawancara dan kuisioner yang didapat dari narasumber penelitian
ini.

Data Skunder

Data yang dikumpul untuk mendukung tujuan penelitian melalui
buku-buku kepustakaan, peraturan perudang undangan,media cetak
dan elektronik serta yang diperoleh dari buku-buku.

Data Tertier

Yaitu Bahan-bahan yang memberikan petunjuk  maupun
menjelaskan terhadap data primer,skunder serta jurnal hukum yang

berkaitan dengan pembayaran upah lembur.

5. Teknik Pengumpulan Data
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Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-
bahan yang diperlukan untuk penyusunan metode penelitian ini
menggunakan studi langsung pada objek penelitian di lapangan dan studi
kepustakaan baik dari buku maupun jurnal. Adapun teknik pengumpulan
data yang dilakukan penulis adalah:

a) Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara
langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan suatu proses
interaksi langsung dan komunikasi. Adapun wawancara yang penulis
lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian
ini adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu suatu wawancara yang
tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.

b) Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
pengamatan langsung mengenai pelaksanaan pembayaran upah lembur

di PT. Sarana Mitra Luas berdasar kan Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,

Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

c) Kajian Pustaka

Yaitu dengan membaca dan memahami literatur-literatur
kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang
menjadi objek penelitian ini.

6. Analisis Data
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Penelitian hukum sosiologis data yang penulis lakukan dengan
menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis tidak
menggunakan statistik ataupun matematika ataupun yang sejenisnya.
Namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah
diperoleh oleh penulis mengenai Pelaksanaan pembayaran upah lembur di
PT Sarana Mitra Luas di Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja .
Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat
yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti sehingga ditarik kesimpulan
dari fakta-fakta yang lebih luas dalam aturan yang bersifat umum kepada
fakta-fakta yang lebih sempit dengan aturan-aturan yang bersifat lebih

khusus. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara deduktif.
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A

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

a.

Pelaksanaan Pembayaran upah kerja lembur terhadap tenaga kerja di
PT. Sarana Mitra Luas Kecamtan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja Waktu Istirahat dan
Pemutusan Hubungan Kerja. Bahwasanya pekerja/buruh pada saat
melaksanakan kerja lembur di bayar kan dengan upah kerja flat seperti
hari kerja biasa dan tidak sesuai dengan formulasi hitungan upah
lembur pasal 32 {tiga puluh dua}ayat 2 {dua} serta tidak adanya
pemberian uang makan lembur sesuai dengan regulasi dan pemberian
waktu istirahat yang di berikan pada saat pelaksanaan kerja 8
{delapan} jam kerja lembur sehingga dapat dipastikan pekeja/buruh
kehilangan hak nya dalam pelaksaanaan kerja lembur

Hambatan dalam pelaksaanan upah kerja lembur terhadap tenaga kerja
di PT Sarana Mitra Luas di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Berdasrkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja Waktu
Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Ketidak pahaman perkerja
terkait dengan regulasi serta rendah nya nilai tawar dari pekerja untuk

memperjuangkan hak mereka karena keterbatasan lapangan pekerjaan
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yang ada dan pihak pekerja Perusaahan tidak memahami aturan serta
konsekkuensi terhadap permasalahn pembayaran upah kerja lembur
sehingga perusahaan abai akan hak dari pekerja dan PT Sarana Mitra
Luas di kecamatan tualang dan PT Sarana Mitra Luas cabang tidak
memiliki Otoritas secara mutlak untuk mengambil keputusan terhadap
pembayaran upah kerja lembur dan harus mengikuti aturan perusaahan
PT Sarana Mitra Luas yang ada di pusat Jakarta

Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan upah kerja lembur
terhadap tenaga kerja PT. Sarana Mitra Luas di Kecamatan Tualang di
Kabupaten Siak bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja
Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pihak pekerja harus
memastikan bahwasanya pekerjaan lembur yang di perintah kan harus
memenuhi aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam hal
pembayaran upah kerja lembur seharusnya perusahan membayarkan
upah lembur serta kewajiban mengenai hak pekerja agar kedua belah
pihak tidak ada yang merasa di rugikan dan pihak disnakertrans
kabupaten siak melakukan sidak dilapangan untuk memastikan
bahwasanya perusahan membayarkan upah sesuai dengan regulasi
pemerintah hendaknya, agar supaya tercapai nya hubungan kerja yang

berdasrkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
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B.

Saran

1.

Sebaiknya pihak pekerja memahami Hak-haknya berdasrkan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan
Hubungan Kerja. Serta menambah kemapuan dalam hal bekerja agar
kesempatan dalam penenpatan posisi kerja memiliki daya tawar yang
lebih baik

Sebaiknya pihak pekerja perusahaan PT Sarana Mitra Luas Kecamatan
Tuaalang Kabpuaten siak membayarkan upah kerja lembur sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja Waktu
Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Agar supaya tidak terjadi
permasalahn dikemudian hari karena tidak membayarkan upah kerja
lembur sesuai dengan regulasi pemerintah

Sebaiknya dinas tenaga kerja kabupaten siak sudah seharusnya
memberikan sanksi tegas kepada PT. Sarana Mitra Luas Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak karena tidak membayar kan upah kerja lembur

sesuai dengan aturan pemerintah.
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